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ABSTRACT

This study aims to determine the Collaborative Governance process in dealing with
drugs in Palembang City. Drug abuse and distribution in Palembang City is showing
very worrying symptoms seen from the increasing number of rehabilitation patients.
This study uses qualitative research with a descriptive approach. The theory used is
the collaborative governance process model from Ansell and Gash (2007). Data
collection techniques were carried out by interviews, observation and
documentation. The results of this study show, 1) face-to-face dialogue between
stakeholders is regularly held, 2) builds trust by communicating and being
responsible for tasks, 3) commitment to the process with the aim of understanding
the role of the organization, 4) mutual understanding by carrying out prevention
activities, coordination and rehabilitation activities, 5) temporary results are good
enough such as gaining public trust so that activities can run. The resulls of this
study indicate that the process of collaborative governance in dealing with drugs in
the city of Palembang has been quite optimal among stakeholders, but the private
sector has not been fully involved.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Collaborative Governance dalam
penanggulangan narkoba di Kota Palembang. Penyualahgunaan dan peredaran
narkoba di Kota Palembang menunjukan gejalan yang sangat mengkhawatirkan
dilihat dari meningkatnya jumlah pasicn rchabilitasi. Penclitian ini menggunakan
penclitian kualitatif dengan pendckatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu modecl
proses collaorative governance dari Anscll dan Gash (2007). Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil
penclitian ini menunjukan, 1) dialog tatap muka antar pcmangku kepentingan rutin
diadakan, 2) membangun kepercayaan dengan melakukan komunikasi dan
bertanggung jawab dengan tugas, 3) komitmen terhadap proses dengan tujuan paham
akan peran organisasi, 4) pemahaman bersama dengan meclakukan kegiatan
pencegahan, koordinasi dan kegiatan rehabilitasi, 5) hasil sementara sudah cukup
baik seperti mendapatkan kepercayaan publik sehingga kegiatan dapat berjalan.
Hasil penclitian ini menunjukan bahwa proscs collaborative governance dalam
penaggulangan narkoba di Kota Palembang sudah cukup optimal antar pemangku
kepentingan, namun pihak swasta belum sepenuhnya terlibat.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Penanggulangan, Narkoba.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika
zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan
fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis
pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengonsumsiannya maka akan
terjadi gangguan secara fisik dan psikis (Ghoodse, 2002). Umumnya kasus
penyalahgunaan narkoba terjadi di kalangan remaja, hal itu disebabkan kurangnya
edukasi serta tingkat literasi akan bahaya penggunaan narkoba oleh generasi muda.

World Drugs Reports 2021 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC), menyebutkan pada tahun 2020 sebanyak 275 juta penduduk di
dunia atau 5,5 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi
narkoba setidaknya sekali dalam satu tahun terakhir sementara lebih dari 36 juta
orang menderita gangguan penggunaan narkoba, hal ini berdampak pada
pembangunan sektor kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat
tergantung kepada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat
dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan,
organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB).

Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan yakni
tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan

bagi semua orang di segala usia. Terdapat 38 target SDGs di sektor kesehatan yang



perlu diwujudkan, penyalahgunan narkotika dan alkohol menjadi salah satu
permasalahan yang belum tuntas ditangani. Terdapat hubungan yang erat antara
SDGs dan kebijakan narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 dimana peraturan undang-
undang yang mengatur tentang Narkotika. Di dalam undang-undang tersebut banyak
hal yang di bahas secara detail, seperti pengertian, golongan Narkotika, contoh
pidana, dan lain sebagainya. Peraturan yang dibuat tentang narkotika menunjukkan
adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar
tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, adnaya ancaman pidana yang lebih
berat, minimum dan maksimum karena tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dapat mengancam ketahanan
keamanan nasional.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terjadi di lingkungan
masyarakat telah menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini karena
semakin meluasnya daerah penyebaran dan peredaran narkoba dan semakin
beragamanya para pengguna narkoba di berbagai lapisan masyarakat, narkoba sendiri
merupakan salah satu zat yang dapat merusak syaraf otak pada manusia sehingga
memberikan efek ketergantungan kepada para penggunanya, apabila narkoba tidak
digunakan secara benar maka akan menimbulkan bahaya bagi para penggunanya,
bahkan dapat berakibat fatal bagi penggunanya yang berujung pada kematian. Dalam
hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang
disebut BNN (Badan Narkotika Nasional), BNN yang diidentifikasi sebagai forum
collaborative governance. Dimana forum ini melibatkan berbagai pemangku

kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks.



Dalam penanggulangan narkoba ini lebih optimal dengan melalui
collaborative governance. Dengan melalui collaborative governance ini dapat
mampu mengakomodirkan setiap upaya penanggulangan bencana, baik dari
stakeholder, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana yang mendukung
penanggulangan narkoba. Penanggulangan tidak hanya tanggung jawab dari
pemerintah saja, namun tanggung jawab semua pihak. Dalam collaborative
governance penanggulangan narkoba ini dapat meliputi pemerintah, swasta dan juga
masyarakat agar bersama sama melakukan upaya penanggulangan narkoba agar
menajdi lebih maksimal sehingga dilakukannya kolaboratif.

Collaborative Governance merupakan pemerintahan kolaboratif sebagai
kegiatan formal yang melibatkan kegiatan bersama, struktur bersama dan sumber
daya bersama. (Walter dan Peter dalam Ansell, Alison Cash 2008:546). Istilah
collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang
melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara,
berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan
kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta
program-program publik (Ansell dan Gash, 2008)

Narkoba merupakan permasalahan publik yang harus diselesaikan dengan
melibatkan berbagai aktor kebijakan, Dalam penanggulangan penyalahgunaan
narkoba para aktor terlibat dalam institusi pemerintah yaitu BNNP dan Kepolisian.
BNNP memiliki peran penting yakni mengadakan sosialisasi dan memberikan
pemahaman kepada setiap masyarakat akan dampak dari bahaya narkoba itu sendiri
dan memberikan upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan kasus

penyalahgunaan narkoba. Kepolisian memiliki peran mensosialisasi pencegahan



penyalahgunaan narkoba dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
bahaya mengkomsumsi/menggunakan narkoba dikalangan masyarakat serta
menindak pelaku penyalahgunaan narkoba.

Adapun program yang telah dilakukan BNN dalam menangani
penyalahgunaan narkoba yakni dibentuknya program Desa Bersih Narkoba (DESA
BERSINAR). Tujuan dibentuknya program ini agar pemerintah desa/kampung
memiliki  keterlibatan dalam memerangi narkoba melalui pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kampanye nasional untuk
memberantas peredaran obat-obatan terlarang yang telah menghambat laju proses
pembangunan, merusak kesehatan masyarakat, keamanan dan keadilan,
memperparah kemiskinan, kesenjangan, kekerasan dan diskriminasi, lebih banyak
menimbulkan bencana bagi individu maupun masyarakat ketimbang produk yang
hendak dikendalikannya, serta meninggalkan sejumlah kelompok masyarakat yang
paling rentan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam “Indonesia Drugs Report 2022”
mencatat telah terjadi peningkatan atau prevalensi penyalahgunaan narkotika oleh
masyarakat Indonesia pada tahun 2019 dan 2021. Hal tersebut ditunjukkan dengan
data masyarakat pada tahun 2019 berjumlah 4,5 juta penduduk pernah pakai
sedangkan 3,4 juta penduduk setahun pakai meningkat menjadi 4,8 juta pernah pakai
dan 3,6 juta setahun pakai pada tahun 2021. Dari data tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba oleh penduduk
Indonesia meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021.

Berdasarkan survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021, lima jenis

narkoba yang paling banyak dikonsumsi antara lain ganja; sabu, ekstaksi dan



amphetamine; nipam, pil koplo dan sejenisnya; dextro serta tembakau gorila.
Mayoritas jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi antara lain ganja (59,1%),
sabu (23,8%) dan dextro (4,3%). Rata-rata umur pertama kali menggunakan narkoba
di wilayah pedesaan adalah 19 tahun sedangkan di wilayah perkotaan berusia 20
tahun. Selain itu resiko perempuan terpapar narkoba setahun terakhir mengalami
peningkatan dari 0,20 persen pada 2019 menjadi 1,21 persen pada 2021. Selain itu,
juga ada peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok umur 15-24 tahun dan
50-64 tahun di pedesaan. Seperti halnya di Provinsi Sumatera Selatan, Badan
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel mencatat angka prevalensi
penyalahgunaan narkoba sepanjang 2021 mencapai 5,5 persen dari jumlah penduduk
atau sebanyak 359.363 jiwa.

Gambar 1. Data Layanan Klinik Pratama 5 Tahun terakhir
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Gambar 1 mengindikasikan data layanan klinik pratama dalam 5 tahun
terakhir yang diperoleh dari dokumentasi Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sumatera Selatan. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa BNNP Sumatera Selatan
memiliki jumlah residen terbanyak serta terjadi peningkatan residen pada tahun
2017-2019. Jika dilihat dari data tersebut pada tahun 2021 jumlah residen di BNNP
Sumatera Selatan berjumlah 649 orang dimana terjadi kenaikan yang cukup
signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan penyalahgunaan narkoba di

Kota Palembang meningkat di tahun 2021.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Klien BNNP SumSel 2022

Jenis Kelamin
No Bulan
Laki-Laki Perempuan

1. | Januari 27 8
2. | Februari 7 0
3. | Maret 32 0
4. | April 22 3
5 | Mei 32 0
6. | Juni 34 0
7. | Juli 28 8
8. | Agustus 25 1
9. | September 53 6

Jumlah 260 26

Sumber : Bidang Rehabilitasi BNNP Sumatera Selatan

Tabel 1 merupakan data rehabilitasi yang diperoleh dari dokumentasi Badan
Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pada data tabel tersebut

masyarakat yang direhabilitasi pada tahun 2022 periode bulan Januari sampai dengan



September memiliki jumlah total residen sebanyak 286 orang, diantaranya 260
berjenis kelamin laki-laki dan 26 berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari data
tersebut jumlah residen laki-laki lebih banyak dengan kata lain dapat dikategorikan
penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang didominasi oleh kalangan laki-laki.
Permasalahan tingginya tingkat peredran narkoba dan penggunaan narkoba di

Kota Palembang memerlukan penanggulangan dan membutuhkan dukungan dari
setiap aktor yang terlibat dan masyarakat harus turut serta. Pemerintah dalam hal ini
BNNP sebagai aktor yang memiliki wewenang dalam melakukan penanggulangan
bagi para penyalahguna narkoba menjadi beban besar apabila melakukan
penanggulangan narkoba secara instansi sendiri. Dalam proses collaborative
governance harus didukung oleh unsur-unsur terkait dilihat dari teori proses
collaborative governnace Ansell & Gash (2008) yang terdiri dari, sebagai berikut;

1. Face to face dialogue atau dialog tatap muka

2. Trust building atau membangun kepercayaan

3. Commitment to process atau komitmen terhadap proses

4. Shared understanding atau pemahaman bersama

5. Intermediate outcomes atau hasil anatara/pertengahan

Oleh karena itu dengan adanya konsep kolaborasi dengan para aktor atau

biasa disebut collaborative governance dimana dibutuhkan dalam aktivitas
penanggulangan narkoba. Permasalahan ini dapat terselesaikan dengan melibatkan
berbagai pihak dan dibutuhkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Polrestabes Kota Palembang,
Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rahman, PT. Elnusa Petrofin Palembang dan

masyarakat.



Penelitian terkait colllaborative governance dalam penanggulangan narkoba
ini sudah banyak diteliti. Namun penelitian terkait penanggulangan narkoba di Kota
Palembang masih terbatas. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti lihat,
memiliki banyak perbedaan dan juga persamaaan. Persamaan dalam studi literature
riview dengan penelitian peneliti yaitu, antara lain: semua penelitian terdahulu yang
peneliti lihat mengguna jenis penelitian kualitatif, beberapa membahas terkait
collaborative governance (Utami, Daniar (2018); Kismartini, et. al (2021); Latif, et.
al (2022); Setia et al., n.d. (2022). Selanjutnya perbedaan dalam studi literature
riview dengan penelitian peneliti dan sebagai pembaharuan yaitu, antara lain : fokus
penelitian yaitu proses collaborative governance serta perbedaan pada lokusnya.

Berdasarkan dengan uraian permasalahan dan studi literature riview
mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini mencoba melihat masalah

narkoba dengan menggunakan pendekatan proses Collaborative Governance.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uaraian latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini vyaitu, bagaimana proses collaborative governance dalam

penanggulangan narkoba di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses collaborative governance dalam

penanggulangan narkoba di Kota Palembang.



1.4. Manfaat Penelitian

Setelah memperoleh hasil akhir penelitian terkait proses collaborative
governance dalam penanggulangan narkoba di Kota Palembang. Diharapkan
penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat
praktis. Adapun manfaat yang diberikan yakni.

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu
administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa
lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Proses
collaborative governance dalam penanggulangan narkoba di Kota
Palembang.

2. Secara Praktis, dapat memberikan masukan bagi para stakeholder, khususnya
dalam hal implementasi dilapangan terkait Proses collaborative governance

dalam penanggulangan narkoba di Kota Palembang.
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